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Kepada:

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin tsarat

Penginputan Penatausahaan
Keuangan kedalam Aplikasi
Sistem lnformasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) Penatausahaan

di-
Terpat

Berdasarkan Pasal 19 ayat (l) dan (2) dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 70 I'ahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

disebutkan bahu,a SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan

layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi

dengan berbasis elekronik. Adapun tahapan pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah meliputi:

a. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

b. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;

c. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah:

d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;

e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan

f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan ketentuan diatas, untuk selanjutnya

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan l-inanc:ial

Management lnfitrmation System (t'MtS) atau Simda Next Generalfon (Simda-

NG) sebagai Sistem lnformasi Keuangan Daerah yang berjalan paralel dengan

SIPD Penatausahaan. I)engan demikian setiap proses penatausahaan

penerimaan (ketetapan pendapatan, STS, dan bukti penerimaan) serta setiap

proses penatausahaan pengeluaran (Rencana Anggaran Kas, SPI), SPP, tsukti

Pengeluaran, SPJ, SPM, dan SP2D) dientry pada kedua aplikasi (F'MIS dan

SIPD). Adapun outptrt IMIS digunakan sebagai transaksi primer penatausahaan

kepada tsank Pengelola RKUD, sedangkan uttput dari SIPD akan digunakan

untuk kebutuhan memenuhi kewajiban penggunaan SIPD dari Kementerian

Dalam Negeri.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

'lnformosi Elektronik don/otou Dokumen Elekronik don/atau hosil cetoknyo

merupokan alot bukti hukum sohx

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh BsRE (8.1.i Sertifikasi Ehhronikl
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diminta kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD atau PPK Unit), Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu, tsendahara Penerimaan/tsendahara

Penerimaan Pembanflr, untuk dapat melakukan perekaman data transaksi

melalui F'MIS dan SIPD penatausahaan secara paralel.

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penginputan penatausahaan

SIPD (tennasuk konsultasi teknis dan kendala dalam penginputan) dapat

menghubungi narahubung sebagai berikut :

l. lnputan Penatausahaan Penerimaan SIPD melalui Asep Ggin Ginanjar

(Analis Keuangan Pusat dan Daerah) Hp. 082192610702.

2. lnputan Penatausahaan Pengeluaran SIPD melalui Muhammad llmi

(lGsubbid Pelayanan Perbendaharaan) Hp. 08525 I 896008.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Drtandatangani sccara e:lcktron ik olclr

Plh. Selaetaris Daerah,

Dr.Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP
Pembina Utama Muda
NrP. 19680609 199s03 1 003

Tembusan ke.pada Yth :

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).

2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.

3. Direknu Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

UU ITE No.l1 Tahun 20O8 Pasal 5 ayat 1

'ttnformosi Etektronik don/otou Dokumed Elektronik don/otau hosil cetoknya

merupokon alat bvkti hukum sahi
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sefiifikasi Elehronik)
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